
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran di Desa Kanaan berdasarkan

UUPPLH yaitu dengan melakukan pencegahan,

penanggulangan serta pemulihan. Adapun yang memiliki

kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran yaitu

DLH Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pelaku Usaha

Tambang serta peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil

penelitian yang di lakukan, upaya pengendalian pencemaran

hanya di lakukan oleh DLH, melalui pengawasan yang

termasuk dalam kegiatan pencegahan namun tidak melakukan

penanggulangan serta pemulihan, sedangkan dari pihak pelaku

usaha tambang emas tidak melakukan upaya pengendalian

pencemaran sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPLH.

2. Kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan eksternal,

berupa sanksi administrasi yang ringan, kualitas dan kuantitas

SDM, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha tambang dan

masayarakat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai

berikut :

1. Perlu adanya revisi peraturan prundangan-undangan berkaitan

dengan sanksi administratif, salah satunya berupa

pemberhentian aktiftas pertambangan atau pencabutan izin

usaha pertambangan dalam rangka menjamin kepatuhan hukum

pelaku usaha tambang yang sengaja untuk tidak melakukan

proses pertambangan yang baik sesuai dengan UUPPLH dan

aturan dari izin yang berlaku dan pertambangan yang tidak

merusak lingkungan.

2. Perlu adanya penegakan sanksi administratif yang lebih tegas.

3. DLH Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melakukan

penambahan sumber daya manusia dalam rangka melakukan

pengawasan kegiatan pertambangan dan meningkatkan kualitas

SDM dengan memberikan pendidikan serta pelatihan.
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Proses Pembuatan Bak Penampung Bahan Olahan Batuan Emas Perusahaan BDL

di Desa Kanaan

Pengambilan Batuan Untuk di Olah Perusahaan BDL di Desa Kanaan
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